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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 
Kajian Pustaka
2.1.1 
Pajak
2.1.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Sedangkan menurut Erly Suandy  menyatakan bahwa:
“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”
(2005:5)

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu:
1. Iuran atau pungutan,

2. Dipungut berdasarkan undang-undang,

3. Dapat dipaksakan,

4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi dan

5. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. 
2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak
Setelah kita mengetahui definisi tentang pajak, maka kita perlu mengetahui tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa tentang ciri-ciri pajak.

Ciri-ciri pajak menurut Muhammad Zain menyatakan bahwa:
“1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungut pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) di sektor swasta (Wajib Pajak membayar) ke sektor negara(pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungut pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pemabayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksaan negara dalam laporan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulerend).”

(2005:12)

Sedangkan Mardismo berpendapat:



“ 1.  Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal balik/kontraprestasi di negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.”

(2008:1)


Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pajak tidak terlepas dari karekteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dipaksakan.
2. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi rakyat.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi, menurut Mardiasmo:
“Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend).”

(2003:1)

Sedangkan menurut Siti Resmi menyatakan bahwa :

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).”

(2003:2)

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend) . Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair atau Fungsi Penerimaan

Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi budgetair atau fungsi penerimaan.
Fungsi budgetair seperti yang ditulis oleh Mardiasmo menyatakan bahwa :

“Fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.” 

(2003:1)

Begitu juga seperti halnya Siti Resmi menyatakan bahwa :

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.”

(2003:2)

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah. Penjelasan kutipan diatas adalah sebgaia berikut:
2. Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur

Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi budgetair, yaitu fungsi regulerend atau fungsi mengatur.
Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

(2003:1)

Begitu juga fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo menyatakan bahwa :

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”

(2007:6)

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi regulerend ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional menjalankan pemerintahan yang maksimal, pemerintah membutuhkan dana yang sangat  besar salah satunya berasal dari sektor pajak.
2.1.1.4 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain dan tak bisa dipisahkan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, sistem perpajakan terdiri dari:

“1)Official Assesment System
2) Semi Self Assesment System

3) Full Self Assesment System

4) With Holding System.”
 (2006:25)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1.
Official Assesment System, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2.
Semi Self Assesment System, adalah wewenang pemungutan ada pada wajib ajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3.
Full Assesment System, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendirir pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.    
4.
With Holding System, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.
2.1.1.5 Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan disuatu negara dapat dikatakan berhasil apabila program reformasi menghasil perubahan yang mendasar pada sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, elemen yang pertama yaitu struktur pajak, yang kedua mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan.  

Menurut Chaizi Nasucha menyatakan bahwa:

“Reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal.”

(2004:86)

Sedangkan menurut Liberti Pandiangan menyatakan bahwa:

“Reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) Formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran.” 
(2008:74)
Berdasrkan pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan merupakan cara melalui pendekatn fiskal dengan formulasi kebijaksanaan dalam bentuk peraturan, pelaksanaan dari peraturan tersebut untuk mencapai sasaran yaitu penyehatan ekonomi. 
Sedangkan menurut Malcom Gills yang dikutip oleh Sonny Devano dan Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa:
“Menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbedadari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yaitu:
1) Breadth of reform

2) Scope of reform
3) Revenue goals
4) Equity goals
5) Resource allocation goals
6) Timing of reform.”
(2006:30)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Breadth of reform; reformasi perpajakan dapat berfokus pada reform of tax structure, atau berfokus pada tax administration, atau reform of tax system (berfokus pada structural and administrative reform).

2. Scope of reform; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara comprehensive jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara partial jika hanya meliputi sata atau dua komponen penting dari sistem pepajakan.   

3. Revenue goals; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam persentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut revenue enhancing, untuk mengganti penerimaan dengan revenue netural reform, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (revenue-decreasing reform).   

4. Equity goals; reformasi perpajakan untuk menegakan keadilan disebut redistributive jika menegakan keadilan secara vertical, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut distribution ally neutral reform.

5. Resource allocation goals; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut economically neutral, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut interventionist reforms.

6. Timing of reform; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan pepajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut successive reform.”
2.1.1.6 Fasilitas Pelayanan Pajak
Fasilitas pelayanan pajak adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan tujuan untuk memudahakan para wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya.

Adapun fasilitas pelayanan pajak menurut Liberti Pandiangan dalam bukunya terdiri dari:

“ 1. Tempat Pelayanan Terpadu
2. Media Informasi Pajak
a. Pojok Pajak

b. Website

3. Help Desk
4. Complaint Center”
 (2008:27)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu

Untuk meningkatkan pelayanan Kepada Wajib Pajak dibentuk suatu tempat pelayanan terpadu di setiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak, sehingga tidak ke masing-masing seksi. Tempat ini disebut sebagai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), yakni tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi di KPP dengan mengunakan sistem komputer. Adanya TPT juga untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Melayani penerimaan surat atau laporan pada jam istirahat. Petugas TPT ditunjuk oleh Kepala Kantor dengan memperlihatkan kecakapan petugas dan beban kerja yang ada. Setiap Petugas TPT diberi log in dan password tersendiri. Dan password hanya digunakan oleh petugas TPT yang bersangkutan.

2. Media Informasi Pajak
Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sangat memerlukan informasi atas peraturan perpajakan. Demikian juga mengenai ketentuan praktis terkait persyaratan, formulir, dan lainnya. Guna melayani kebutuhanWajib Pajak untuk hal tersebut, KPP (atau tempat lainnya yang strategis) disediakan sarana atau medianya, yakni ”Media Informasi Pajak” dengan bentuk touch screen. Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis di Media Informasi Pajak.

Proses operasional Media Informasi Pajak cenderung sama dengan penggunaan website di internet. Yang membedakan, tidak perlu melalui situs atau alamat lainnya di internet. Melalui panduan yang telah ada di halaman depan, maka masyarakat atau Wajib Pajak akan dengan mudah mengakses informasi apa yang dibutuhkan.
· Website

Dalam rangka mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, telah di buat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id. Demikian juga oleh Kantor Wilayah maupun KPP telah banyak yang membuat website masing-masing, terutama dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang dikelola.

· Pojok Pajak

Pojok Pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis atau tempat-tempar tertentu lainnya. Walaupun kini masih terbatas jumlahnya, ke depan pojok pajak dibentuk minimal 1 (satu) unit untuk setiap Kantor Wilayah DJP. Selain itu, pojok pajak juga dihadirkan di setiap ada kesempatan published, pameran, di arena apapun, yang didukung oleh Direktorat P2 Humas DJP. Ruangan untuk pojok pajak umumnya berupa stand. Ada kalimat khas di setiap ”Pojok Pajak” yaitu ”Pajak dimulai dari saya”

Pelayanan yang diberikan Pojok pajak meliputi:

· Penyediaan materi dan sarana penyuluhan;

· Konsultasi perpajakan;

· Penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan;

· Pengaduan masyarakat tentang masalah perpajakan.
3. Help Desk

Kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami oleh masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah. Selain informasi sangat minim dan tidak mudah memperoleh dan dimiliki lebih-lebih informasi yang terkait dengan urusan atau keperluan (perpajakan) yang harus diselesaikan. Untuk menghilangkan kebingungan dan kesulitan ini, serta agar mudah diperoleh segala informasi yang dibutuhkan mengenai perpajakan maka di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah disediakan help desk yang lokasinya di lobby gedung KPP atau TPT.

Petugas yang ditempatkan di help desk adalah pegawai yang dianggap cakap dan berpengetahuan tentang perpajakan, dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Petugas di help desk harus melayani masyarakat sesuai dengan hari dan jam kerja kantor. Secara khusus, fasilitas help desk dengan teknologi tax knowledge base, menyangkut:

· Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini;

· Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk di akses;

· Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak;
4. Complaint Center

”Complaint Center” yang tersedia di Kantor Pusat DJP dan Kantor Wilayah (KPP Madya), berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di wilayah kerjanya. Ini merupakan bentuk keterbukaan DJP untuk perbaikan pelaksanaan tugas, terutama pelayanan terhadap Wajib Pajak. Permasalahan yang disampaikan meliputi keluhan segala jenis pelayanan, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Namun, tidak dimaksudkan untuk melayani keluhan mengenai penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai. Pegawai yang melakukan pelanggran ditangani secara khusus pada unit tersendiri. Media penyampaian pengaduan Wajib Pajak dapat dilakukan melalui beberapa media antara lain, e-mail, kantor pos, telepon bebas biaya, faksimili, atau langsung datang. Setiap keluhan yang diterima oleh complain center akan dikordinasiakan dengan unit terkait dan akan ditindak lanjuti serta diberikan tanggapan sesegera mungkin.
2.1.2 
e-System Perpajakan

2.1.2.1 Definisi e-System 

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan on line, e-System digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi pajak guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

Menurut Liberti Pandiangan menyatakan bahwa: 

“e-System merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet.”
(2008:35)

Bentuk layanan e-System pada administrasi perpajakan di Indonesia adalah:

1. e-Registration; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on line dengan Direktorat Jendral Pajak.

2. e-Filling; suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on line dan real time. 

3. e-Payment; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan  secara on line. 
4. e-Counseling; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk  konsultasi secara on line.
5. e-SPT; aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
2.1.3 SPT
2.1.3.1 Definisi SPT
Dalam melaksanakan administrasi perpajakannya seorang wajib pajak memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) pajak untuk dapat menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bersangkutan. 
Menurut Waluyo menyatakan bahwa:
“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2007:22)

Sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa:
“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2008:29)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa SPT merupakan berupa surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2 Fungsi SPT



Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak atau Pemotong/Pemungut Pajak sebagai berikut:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan

a. Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang sebenarnya terutang.
b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak keluaran
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak



Fungsi SPT ini adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.
2.1.3.3 Pengisian dan Penyampaian SPT
Cara penyampaian SPT Masa maupun SPT Tahunan yaitu Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT ke KPP setempat dengan menunjukkan NPWP dan mengisi formulir SPT dengan benar, jelas dan lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kerang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

SPT yang telah diisi diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang diterapkan dan meminta bukti penerimaan SPT. Apabila SPT dikirim melalui PT.Pos Indonesia (POSINDO) harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Khusus lampiran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dapat disampaikan melalui media elektronik yaitu sebagai sarana penyimpanan dana yang digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik, antara lain disket dan catridge. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak administrasi pembukuannya dilakukan dengan komputer dalam suatu system basis data (data base system) selanjutnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2.1.3.4 Pembetulan SPT
Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka Wajib Pajak atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat:
1. Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembentulan SPT.

2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasannya kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar.


Sekalian jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP),  Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan Wajib Pajak berakibat:

a. Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil

c. Jumlah harta menjadi lebih besar

d. Jumlah modal menjadi lebih besar

Pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT tersebut, beserta sangsi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

2.1.3.5 Lampiran SPT

Hal yang perlu dilampirkan Wajib Pajak dalam SPT adalah sebagai berikut:
1. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, SPTnya harus dilampiri atau dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Pengasilan Kena Pajak.
2. Bagi Wajib Pajak perhitungan norma perhitungan, dalam SPTnya harus dilampiri atau dilengkapi peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.3.6 Jenis SPT 

Memperhatikan saat pelaporan SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa pajak.

2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun pajak.

SPT meliputi:

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;

b. SPT Masa yang terdiri dari:

1) SPT Masa Pajak Penghasilan;

2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Penghasilan.

SPT dapat berbentuk:

a. Formulir kertas (hardcopy), atau

b. e-SPT.

2.1.3.7 Batas Waktu Penyampaian SPT



Sesuai Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umun dan Tatacara Perpajakan, bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:
1. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak

2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun pajak.

2.1.3.8 Perpanjangan Jangka Waktu penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.


Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

a. Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang
b. Laporan keuangan sementara

c. Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunana harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan:

a. Secara langsung
b. Melalui pos dengan bukti penerimaan surat

c. Dengan cara lain, yang meliputi:

1) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

2) e-Filling melalui ASP

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpajangan SPT Tahunan.
2.1.4
e-SPT
2.1.4.1
Definisi e-SPT
Guna mendukung berjalannya modernisasi pajak, terus dikembangkan pemanfaatannya dan penerapan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. Menurut Liberti Pandiangan, bahwa:

“e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer.”
(2008:35)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa e-SPT adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

2.1.4.1 Keunggulan e-SPT
Dengan adanya modernisasi pajak dan e-SPT sebagai salah satunya, maka e-SPT  sebagai program aplikasi yang berguna untuk mempermudah Wajib Pajak dalam perpajakannya. Menurut Liberti Pandiangan bahwa keunggulan dari e-SPT adalah:

“1 Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan    internet.

2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang pre-numbered dengan menggunakan sistem komputer.

4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.

5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena Wajib Pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik.”
(2008:36)
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dengan adanya e-SPT penyampaian dan perhitungan  SPT dapat dilakukan dengan cepat karena dengan media internet, karena data yang disampaikan Wajib Pajak diproses dengan cepat dan tepat.  

2.1.5 Kualitas Informasi Pajak

2.1.5.1 Definisi Kualitas
Segala seuatu yang bernilai akan dinilai berdasarkan kualitasnya. Sesuatu yang berkualitas akan memberikan suatu kepuasan kepada para pemilik, atau pengguna sesuatu tersebut. 

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan, pengertian kualitas yaitu:

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”.

(2007:35)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan sesuatu kepuasan yang didapat sesuai atau lebih dari yang diharapkan.
2.1.5.2 Kualitas Informasi
Informasi sangat bermanfaat dan berdayaguna bila mempunyai kualitas. Menurut Rahmat yang diakses melalui http://re.or.id/rahmat/kualitas_informasi pada tanggal 16 Juni 2008, bahwa kualitas informasi adalah:
“Data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan.”

Maka berdasarkan pengertian diatas bahwa kualitas informasi pajak merupakan data catatan historis atau sebelumnya yang diproses, dicatat dan diarsipkan dan diambil keputusannya. Kualitas informasi dipengaruhi beberapa komponen antara lain:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
2. Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.
3. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. 
4. Ekonomis, informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.
5. Mudah,Informasi mudah dipahami dan mudah diperoleh.
2.1.6 Hubungan Penerapan Sistem e-SPT Dengan Kualitas Informasi Pajak

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan penerapan sistem e-SPT sebagai wujud modernisasi administrasi perpajakan yang menggunakan kecanggihan teknologi memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi pajak yang diberikan kepada para wajib pajak khususnya wajib pajak yang berkewajiban untuk melaporkan pajaknya ke KPP, hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada www.laporpajak.com yang diakses pada tanggal 30 Maret 2008 menyatakan bahwa:

“Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak, penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan tekhnologi informasi, dan kode etik pegawai.”

Dari definisi diatas penulis disimpulkan bahwa hubungan penerapan sistem e-SPT dengan kualitas informasi pajak adalah Berbagai fasilitas pelayanan modern yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak berupa SPT secara digital yang disampaikan ke KPP dapat digunakan wajib pajak agar lebih mudah dalam melakukan administrasi perpajakan karena adanya penyampaian informasi yang diberikan dan dapat meningkatkan kualitas informasi pajak.
2.2 Kerangka Pemikiran
Dalam upaya memperbaiki administrasi perpajakan dinegeri ini, Direktorat jenderal pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan, salah satunya adalah mengubah sistem administrasi perpajakan yang awalnya menggunakan cara yang manual tetapi kini telah mengalami perubahan yang disebut dengan sistem administrasi perpajakan modern. 
Sistem administrasi perpajakan modern ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi pajak ynag diberikan kepada para wajib pajak. Sistem administrasi perpjakan modern yang di buat oleh Direktor Jendral Pajak dapat dilihat wujudnya dengan adanya fasilitas-fasilitas pelayanan pajak yang baru dan lebih modern. 

Berbagai fasilitas pelayanan e-System pada administrasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat digunanakan wajib pajak agar lebih mudah dalam melakukan administrasi perpajakan yaitu:
1. e-Registration; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on line dengan Direktorat Jendral Pajak.

2. e-Filling; suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on line dan real time. 

3. e-Payment; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan  secara on line. 
4. e-Conseling; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk  konsultasi secara on line.
5. e-SPT; aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.pembuatan NPWP, pengisian SPT, pembayaran pajak terutang, pelaporan SPT. 

Dalam pengisian Surat Pemeberitahuan (SPT) pemerintah memberikan fasilitas layanan yang modern yang disebut e-SPT. e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Menurut keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diakses melalui www.pajak.go.id pada tanggal 20 Maret 2008 menyatakan bahwa:

“Penerapan Sistem SPT digital adalah suatu kebijaksaan yang memerlukan terjadinya manajemen perubahan / Change Management didalam suatu manajemen perubahan, hal yang sulit dalam mengubah paradigma faktor manusia yang terlibat dalam perubahan itu, karena tidak jarang dijumpai keenganan atau resistensi.”
Penerapan e-SPT juga merupakan wujud dari modernisasi adminisrasi perpajakan yang memberikan kemudahan antara pegawai pajak dan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakannya, penerapan sistem e-SPT juga mencakup perubahan pada sistem kerja KPP dalam pemanfaatan teknologi. 
Berdasarkan definisi penerapan e-SPT yang telah disebutkan oleh Liberti Pandiangan bahwa indikator penerapan e-SPT sebagai variabel X adalah:
1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.

2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem Komputer.

3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang pre-numbered dengan menggunakan sistem komputer.

4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.

5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena Wajib Pajak lebih menyampaikan datanya secara elektrionik.
e-SPT yang digunakan oleh para wajib pajak berfungsi sebagai alat pengisian SPT dengan media komputer secara elektronik agar proses pengisian SPT lebih cepat dan tepat. Selain mempermudah para wajib pajak untuk mengisi SPTnya, e-SPT juga dapat digunakan untuk melaporkan SPTnya ke KPP. Apabila para wajib pajak yang berkewajiban melaporkan pajaknya, maka sistem pelaporan akan terasa lebih cepat dan mudah. 
Sebagai wujud modernisasi sistem adminstrasi perpajakan, e-SPT juga dijadikan sebagai alat peningkat kualitas teknologi informasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan, mengemukakan bahwa:
”Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melibihi harapan pelanggan” 

(2007:35)
Sedangkan menurut Rahmat yang diakses melalui re.or.id/rahmat/kualitas informasi menyatakan bahwa kualitas informasi adalah:
”Data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan.”

(2003:9)
Dari definisi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas informasi pajak merupakan data catatan historis atau sebelumnya yang diproses, dicatat dan diarsipkan dan diambil keputusannya. Informasi sangat bermanfaat dan berdaya guna bila mempunyai kualitas. 


Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Sekdikjen) Pajak I pada www.laporpajak.com yang diakses pada 30 Maret 2008 menyatakan bahwa:
“Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak, penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai.”


Berdasarkan kutipan dari Rahmat yang diakses melalui http://re.or.id/rahmat/kualitas_informasi tanggal 16 juni 2008 dapat ditentukan indikator kualitas informasi pajak sebagai variabel Y adalah:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
2. Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.
3. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. 
4. Ekonomis, informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.
5. Mudah, informasi mudah dipahami dan mudah diperoleh.
 
Dari penjelasan diatas  penulis dapat menyimpulkan bahwa, penerapan sistem e-SPT sebagai salah satu wujud modernisasi perpajakan yang memanfaatkan tekhnologi informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas informasi pajak agar administrasi perpajakan berupa Surat Pemberitahuan dengan media elektronik dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan kerangka pemimikiranya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:


[image: image1]
Gambar 2.1
 Skema Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis berhipotesis bahwa penerapan sistem e-SPT berpengaruh terhadap kualitas informasi pajak.
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